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2.1 Aspek kepatuban wajib pajak

2.1.1

Kepatuhan pajak

Pelaksanaan pemungutan pzjak memeriukan suatu sistem
yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilananya di dewan
perwakilan, dengam mmghs}éﬁiika.m suatu peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasa’ pelaksanaan perpajakan bagi fiskus
maupun wajib pajak. Sismfﬁ pemunguian pajak self assesment
yang berlaku di Indonesia menuntnt wajib pajak untuk turot aktif
dalam pemenuhan kewajiban ﬁ@maja%caxmya,

Kondisi perpajakan }%ang menuntut  keikutsertaan aktif
wajib pajak dalam menyelemggarak&n perpajakannya membutuh-
kan kepatuhan wajib pawk tinggl, wyaitu kepatuhan dalam
pemenuhan kewajiban pesrpa}ai:ﬁn y;ang sesuai dengan kebenaran-
nya. Karena sebagian besar p@k@rj&an dalam pemenuhan kewajiban
perpajakan itu dilakukan Glmé wajib pajak, bukan fiskus selaku
peraungut pajak. Sehinggs k&péﬁuhm diperlukan dalam sistem self
assesment, dengan tujuan pada p@neﬁmaan pajak yang optimal.

Dalam perpajiakan kimédapat memberi pengertian bahwa
kepatuhan perpajak&r% merup&%w@m kemtan, tunduk, dan patuh serta

melaksanakan  ketentuan pamajakaxl. Kepatuhan memenuhi

2%
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kewajiban perpajakan secara suka-ela merupakan tulang punggung
sistem self assesmen:, dimana wajib pajak bertanggung jawab
menetapkan sendiri kewaﬁfiﬁan perpajakan dan kemudian secara
akurat dan tepat wakty %ﬂ&mb&yar dan melaporkan pajaknya
tersebut.

Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal
dan kepatuhan material,

L. Kepatuhan Formal adﬂlefth suats keadaan di mana wajib pajak
memenuhi kewajiban sécam faormal sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ?erpaj&%can. Misalnya melaporkan SPT
tepat wakiu. |

2. Kepatuhan Material adalsh suatu keadaan di mana wajib pajak
secara subtantif atzu mkikam}a memenvhi semua ketentuan
material perpajakan yaksi sesuzi dengan isi dan jiwa Undang-
Undang Perpajakar. ivfiés&[nya mengisi SPT deagan jujur,
lengkap dan beﬁar, serta t‘ﬁ@laperkannya ke KPP tepat waktu.

Wajib pajak .

Pajak menurut Roa-%%maé: Soemitro, dalam buku Waluyo
vang berjudul “Perpajakkan ' Indonesia” (2006,2) adalah sebagai
berikut: |

“Pajak adafah iuran ré&:yat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapa: dipaksakan) dengan tidak mendapat
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jasa ‘timbal balik (kontraprestasi), vang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untul memb&yar pengeluaran umum”.

Pajak menurut Adriani dalam buku Waluyo yang berjudul
“Perpajakan Indonesia” {200&45?,2) paiak adalah

“Turan kepada negarz (?.au‘ag dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraiuran, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara
utituk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian wajib pajek menurut Undang-Undang No. 16
Tahun 2000 te:ntang Ket:entuén Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pasal 1 ayat (1) yaitu :

Wajib Pajak adalah :
1. orang pribadi atau .
2. badan

Yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan ditentuk?n uniuk melaicukan kewajiban perpajakan,
termasuk pemungut éajak atan iﬁ)ermmfiong pajak tertentu.

Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
terdiri dari Wajib P@jak aktif dan Wajib pajak non aktif Wajib
Pajak aktif adalah WP yang‘; meaxpunya: kegiatan usaha dan

terdaftar di kantor épajaﬁa: yang masih aktif dalam memenuhi
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kewajiban  perpajaknuya. berupa  memenuhi  kewajiban
menyampaikan SPT Masa dan atau Tahunan sebagaimana
mestinya
Kepatahan wajib pajak

Kepatuhan dalar hal perpajakan berarti keadaan wajib
pajak yang melaksana!s:&n: hak, dan khususnya kewajibannya,
secara disiplin, §esua£ peraturan perundang-undangan serta tata
cara perpajakan yang berl@tlmw Kepatuhan wajb pajak didefinisikan
sebagai memasukkan dap ﬁmlapmrkan pada wakiunya informasi
yang diperlukan_.: meng;i:@i: dengan benar jumlah pajak yang
terhutang dan membayar pajak sada waktunya, tanpa adanya
tindak pemeriksagn. Kepatuhan juga biasanya berkisar pada istilah
tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan
administrasi perpajakan, taapa perlunya kegiatan penegakan
hukum.

Istilah “kepatuban™ berarti tunduk atau patuh pada ajaran
atau aturan. Dalam pez;p&jz_akan kita dapat memberi pengertian
bahwa kepatuhan perpa_‘sak;m merupakan ketaatan, tunduk, dan
patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak
patuh adalah wajib pgaja%{c yang faat dan memenuhi serta
melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan perpajakan.
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Kepatuhan Wajib Pajak vang dikemukakan oleh Norman D.

Mowak { Zain:2004) sebagai suam iklim kepatuhan dan kesadaran

pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di
mana;

1. Wajib pajak paharn aian benisaha untuk memahami semua

ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang rerutang dengan benar.

4. Membayar dan melapaﬂaan pajak yang terutang iepat pada
waktunya

Dalam penelitian i fpﬁ:ﬂeﬁii mengguiakan point keempat
sebagal syarat/kriteria kepatuhan ‘Wajib Pajak. Dengan demikian
kriteria yang dimaksud adalah letepaian dalam pelaporan SPT
Masa PPh pasal ESQ}P&im {iéia;.pmkmm selambai-lambatnya dua puluh
hari bulan takwim éei:el&h mzm pajak berakhir

Predikat Wajib Pzijaﬁ% patuly dalam arti disiplin dan taat,
tidak sama dengan wajib pa.jak vang berpredikat pembayar pajak
dalam jumlah besar, tidek ada hubungan kepatuhan dengan jumlah
nominal setoran pajak vang ;iébayég‘kan pada kas negara. Karena,
pembayar pajak terbesax‘ s&%&iiimui delum tertu memenuhi kriteria
sebagal Wajib Pajak patub, meskipun memberikan kontribusi besar
pada negara, jika masih lTTE%ZS’{E.iiiRﬁ: tunggakan atau keterlambatan

penyetoran pajak, maka tidak dapat diberi predikat WP patuh
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Tentunya dengan penekanan penerimaan pajak sebagai
kontribusi terbesar penerimaan negara diharapkan semua Wajib
Pajak di Indonesia berpredikat patuh, vang akan berimplikasi pada
optimalisasi penerimaan pa}ék.

Surat Pemberitahuar (3PT)
1. Definisi SPT-

Pengeﬁiaﬂ Surat  Pemberitahuar menurut Undang-
unclang Keterﬁuan Umu;m dan Tata Cara Perpajakan Pasal |
ayat (10) adalah surat yang cleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan pénghitungzﬁﬁ. dar atau pembayaran pajak, obyek
pajak dan aéau bu.%ce:mi obyek pajak dan atau harta dan
kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

2. Jenis dan Fungsi SPT
Jenis SPT dibgdakagl me%j&di dua yaitu:
a. Surat Pem!;eritahuan ?(SFT} Masa
Merupakan surat y&rﬁg; oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan perhitwlggam; dan atau pembayﬁran pajak terutang
dalam suatu masa pajak ,.
b. Surat Pemberitahuan {SPT’} Tahunan
Merupakan SLf!rat Vaug %,)!e:h wajib pajak dipergunakan untuk
melaporkan pérhitungw‘l dan pembayvaran pajak terutang dalam

suafu tahun pajak.
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Adapun fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yaitu:

a.

Sarana melapor.  dan mempertanggungjawabkan
pengilituggan pajak yang sebenarnya terutang.

Melapor pembayaran atau pelunasan pajak vang telah
dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau
pemungtttén pihak lin daizm satu Tahun Pajak atau.Bagian
Tahun Pajak.

Melaporka;m perzbaysran dari pemotong atau pemungut
tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi
atau badan lain dari satu Masa Pajak, sesuai dengan

peraturan perundzng-undangan perpajakan yang berlaku.

J. Batas Waktu Penyampaian SPT

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Nomor

16 Tahun 2000 tenteng Kefentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT adalals :

a.

Batas waktu penyampaian $PT Masa paling lambat 20 (dua
puluh) hari setelah akhir masa pajak.
Batas waktu penyampaian SPT Tahunan paling lambat 3

(tiga) bulan setelah akhir tshun pajak.
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2.2 Aspek Pajak Penghasilan
Mepurut undang — undang perpajakan no.36 tahun 2008 tentang
perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak
penghasilan pasal 4 avat 1 :
“Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang
dapat dipergunakan untuk konsurssi atau menambah kekayaan
Wajib Pajak tersebut. Pepgeriian penghasilan dalam Undang-
Undang ini tidsk memperhatikan adanya penghasilan dari sumber
tertentu, ietapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.
Tambahan kemampuan ckonomis yang ditertma atan diperoleh
Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai  kemampuan

Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang
diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.”

Maka pajak penghasilan adafah pajak yang dikenakan terhadap

Wajib Pajak berkenaan dengan penghasilan vang diterima atau diperolehnya

dalam tahun pajak. Sistem pembaymma pajak ada dua vain:

1. Pembayaran pajak yang terutang dalam svatu masa pajak atau pada
suatu saat, antara lain PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan
angsurar, PPh Pasal 25.

2. Pembayaran pajak yang terutang dalam émﬁx tahun pajak. Salah satu
contohnya adatah pelunasan pajak penghamlan melalui peroungut pajak
oleh bendabarawan p»emeﬁnﬁah sehubungan dengan kegiatan di bidang
impor atau kegiatan usaha di bidang lain scbagaimana dimaksud dalam

PPh Pasal 22.
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Pajak Penghasilan Pasal 25

1.

Definisi Pajak Penghmiﬁm Pasal 25
Menurat UL Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah
besarnya angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan sekali daiam tahun
pajak beijalan. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban
wajib pajak dalam meaﬁbaym pajak terutang yaitu dengan
mengangsur hutang pajak ﬁafﬂm satu tahun pajak.
Perhitungan Pajak Penghasilam Pasal 25
Berdasarkan UU @Ph pasal 25 ayat (7) besarnya

angsuran Pajakz Penghasilan Pasal 25 dalam tahun pajak
berjalan yang harus dibay&f sendiri oleh wajib pajak utuk setiap
bulan adalzh sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahuaan PPh tahun pajak vang lalu
dikurangi dengan: |
a. Pajak Penghesilm yang dipusgut oleh pihak lain

sebagaimana dimaksud gdaiam pasal 22.
b. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain

sebagaimana dimakst d&l&am pasal 23.
¢. Pajak Penghasilan ymgzi dibayar atau terutang di luar negeri

yaug boleh diﬁqreditk&a .Smbag‘aimana dimaksud dalam pasal

24:
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Kemudian dibagi 12 {d:ua belas) atau banyaknya bulan
dalam bagian tahun pajak.

. Penyeteran dan Pelaporan PPh pasal 23

Tanggal 21 Mei :2{}08 Direktur Jenderal Pajak telah
menerbitkan  Peratiuran Dirjen  Nomor PER-22/PJ/2008.

Peraturan Dirjen ini mengatur tentang tatacara pembayaran dan

pelaporan PPh: Pasal 25. Beberapa hal penting yang perlu

diketahui adalah sebagai berikut :

a. Jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25 adalah tanggal 15
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal
tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka
pemb&yarmi PPL F“&:s&t%l 45 dapat dilakukan pada hari kerja
berikuinya. | |

b. Dalam pengertian aari libur termasuk hari Sabtu, hari libur
nasional, hari p@miii%i&n uimum yang diliburkan dan cuti
bersamsa secara nasional.Pembayaran dilakukan di bank
persepsi ataﬁ bark (i’&":\”:ii&& persepsi atau kantor pos persepsi
dengan me@ggmm}{m SSP atau sarana administrasi lain.
Pengesahan% dllaﬁkklﬁmﬁﬂ oleb pejabat kantor penerima
pembayaran atac melalui  validasi  sistem  Modul
Penerimaan; Negara dengan adanya Nomor Transaksi

Penerimaan Negars ('m’E’N).
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c. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dengan validasi
NTPN dianggap tzlah menvampaikan SPT PPh Pasal 25
sesuai dengan tanggal validasi. Ketentuan ini rasanya bisa
diartikan bahwa V/ajib Pajsk yang telah membayar PPh
Pasal 25 dengan sistern MPN tidak perlu lagi melaporkan
SSP lembar ketiga %w Kantor Pelayanan Pajak. Kalau
memang demikian, hal ind marupakan svatu kemajuan yang
berarti di mana sam: prosedur pelaporan bisa dihilangkan
sehingga bisa menghemat biaya administrasi. '
d. Bagi Wajib fa;.jak yarig PPh Pasal 25nya nihil, PPh Pasal
25nya Dollar, dan van g perabayarannya tidak secara online
dan tidak mendapst NTPN, tetap dibaruskan melaporkan
SSP lembar keﬁgma di KPP tempat WP tersebut
terdaftas.
e. Sanksi keterlambeiap pembayaran mengacu kepada Pasal 9
ayat (2a) UUTKUP dan Sanksﬁi keterlambatan lapor mengacu
kepada Pasal 7 ayast (1) UU KUP.
Penerimaan Pajak Ej’engﬁmsﬁ!@m

Penerimaan  atas pajak sangat banyak sumbernya,
contohnya penerimaan pajak dapat berasal dari beberapa jenis
pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilaj
(PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di
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tingkat pemerintah daerah, di kemal juga beberapa macam pajak
seperti Pajak Kendaraan g@:ﬁ'mmrﬁ)r (PKB), Pajak Restoran, dan
lain-lain.

Penerimaan Pajak Penghasilan yang penulis teliti dalam
penulisan ini adalabh dilthat dari jumlah penerimaan pajak
penghasilan pasal 25/29 yang berasal dari Wajib Pajak Badan yang
diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung per

bulan mulai tahun 2005 sampai dergan tahun 2009.

2.3 Aspek Pemeriksaan Pajak
2.3.1 Pengertian Pemeriksaan ng?ak

Pemeriksaan menarut Kepurusan Menteri Keuangan Nomor
123/PMK.03/2006 pasal | ayat 1 tentang perubahan Keputusan
Menteri Keuangaﬁ Nomor :S;M/KMK.M/ZOOG Tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak adalah éemngk@.ian kegiatan untuk menecari,
mengu;npulkan, mengelan daia dar/atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk
tujuan lain dalam rangka - melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. | |

Jumlah Pemerikszan pajak ini dapat diukur dengan jumlah
Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh KPP, untuk penelitian
ini SKP yang digunakan adalah Surat Ketetapan Pajak Km‘ang;

Bayar (SKPKB).
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Dasar Hukum dan Tujuan Pemeriksaan Pajak

Dalam Pasal 26 &fyfm (1) Undang — Undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara ?e‘r-;:"rajzz&:aré dikatakan Direktur Jendral Pajak
berwenang melakukan vemeriksaan untuk menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakar dan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan Ecc:tmﬁuan perundang-undangan perpajakan.
Dalam KMEK Nomor 123/PMK.03/2006 pasal 1 ayat 2, pemeriksa
pajak adalah Pegawai Négﬁtﬁ Sipil di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak atau tenagae ahli yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab
untuk melaksanakan peme§i3%3323[1 pajak.

Tujuan pemerikgém menurt KMK MNomor
545/KMK.04/2000 Tertang Tata Cara Pemeriksaan Pajak pasal 2
ayat 1 adalah menguji Es:.ep:eztu}mn pemenuhan kewajiban perpajakan
dalam rangka membsxrikaxﬁg kepastian hukum, keadilan, dan
pembinaan kepada Wajin Pajak: dan tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan, bukan sekedar untuk menerbitkan surat ketetapan
pajak, apalagi demi kepeming&n kas négam. Jadi surat ketetapan
pajak dapat timbu! sebagai e@kibaﬂ dari pemeriksaan pajak, bukan

tujuan pemeriksaan.
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Laporan Pemeriksaan Pajak dan Penyelesaiannya

Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan tentang hasil
pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan
jelas serta sesuat dengan ruang lingkup den tujuan pemeriksaan
laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan
Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka
pelaksanaan ketertuan pxzag‘aiiwan perundang-undangan perpajakan.
Jenis SKP yang dapat terbit idm'i setiap pemeriksaan sesuai dengan
jenis Pajak yang dﬁp@riE{SF1 oieh fiskus.

Penghitungan hesmﬁy& pajak terutang menurut Laporan
Pemeriksaan Pajak diberitzhukan kepada Wajib Pajak, kecuali jika
pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Wajib
Pajak  wajib me;nyan‘zpaikzén tanggapan secara tertulis atas
pemberitahuzn hasil pem@r‘ék.@ﬂn. Berdasarkan tanggapan tersebut,
Pemeriksa Pajak .mengunemmg Wajib Pajak untuk menghadiri
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference).
Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak
menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Surat Ketetapan
Pajak (SKP) dit_erbit%c;a:'l :mc:ara jabatan berdasarkan hasil
pemeriksaan vang disam.paimﬁ kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Eajak (SK%?}
Surat Ketetapan Pajaic (SKP) merupakan surat ketetapan

pajak yang meliputi :



1. Surat Ketetap.an Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKEB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya

jumiah pajak yang renuiang, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnva sanksi
administrasi dan jumleh yang masih harus dibayar.

SKPKB dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. SKPKB biasa, SKP ini dikeluarkan apabila WP telah
mzmasukkan SPT (kewajivan pasal 28 dan 29), setelah
diperiksa ternyata pajak kurang bayar atau tidak dibavar.

b. SKPKB dengan perhitungan secara jabatan. SKPKB ini
dikeluarkan apabila WP tidak meinasukkan SPT. Jadi SKP
ini dikeluarkan dalam hal tidak ada dukungan dari WP.

Fungsi SKPKEB :

a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut
SPTnrya |

b. Sebagai sarana untuk mengenai sanksi pajak

¢.  Alat untulcmenagih ﬁt.stﬁng;_ pajak.

SKPKB dikeluarkan apabila:

a. Berdasar hasil perneriksaan atau informasi lainnya ternyata
jumlah pajak terutang kurang atau tidak dibayar.

b. SPT tidak disampaikan tepat pada waktunya, setelah
ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu

menurut surat teguran.
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¢. Dalam hal PPN. bila dilakukan kompensasi selisih lebih
dan mengenakan tw@rif 0%, memberikan restitusi, padahal
semua itu tidak benar.

d. Apabila tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pasal 28 dan 29 szhingga tida

. Surat Ketetapan Paja< Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah surat E{cc:tputusan vang meneniukan tambahan

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Fungsi SKPKBT adaah: .

a. Sebagai koreks: ata.séjumlah yang terutang menurut SKPKB
atau SKPKET sebelumnya.

b. Sarana untuk men ge:ﬁakan sanksi

¢. Alat untuk menagih éajak. dan kenaikannya.

SKPKBT dikeluarkar apéﬁ&ila:

a. Berdasar data bary diketahui bahwa dasar penetapan
SKPKBE, SKPL?KS dan: SKPN kurang dari yang semestinya.

b. Dasar penetapan LQKP"KBT yang telah dikeluarkan kurang
dari semestinya. SKFKBT dapat dikeluarkan lebih dari satu
kahi, |

. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB adalah suras Eés:‘apums‘an vang menentukan jumiah

kelebihan pembayaran pzﬁak karena jumlah kredit pajak lebih

besar dari pajak yang mmitmg atau tidak seharusnya terutang.
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Fungsi SKPLB adaleh sebagai alat atau sarana untuk

mengembalikan keledihan pajak.

SKPLB diterbitkan apaliila:

a.

Untuk pajak penghasilan, jumlah kredit pajak lebih besar
dari jumlah pajak yang terhutang, atau telah dilakukan
pembayaran pa;ak yéng seharusnya tidak terutang.

Untuk PPN, jum&aﬁ kredit pajak lebih besar daripada
jumlah pajak 'Eemmhg, atzu telah dilakukan pembayaran
pajak yargg se%larm:nya tidak terutang. Apabila terdapat
pajak terutang yzmg: dipunzut oleh Pemungut PPN, maka
yang dimaksud dmg{am jumiah yang terutang adalah jumiah
Pajak Keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh
Pemungutgterse%:)sst :

Untuk PPnBM, jumlah pajek yang dibayar lebih besar dari
jumlah péjak yang terutang  atav telah dilaksanakan

pembayaran pajak vang tidak terhutang,

. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah PPh

ferutang sama besarnya dengan kredit pajak. SKPN diterbitkan

apabila bererkan penelitian/pemeriksaan, pajak  yang

dibayar WP sama dengan pajak yang terutang.
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Surat ketetapan pajak yeng mempunyai potensi untuk
meningkatkan jumlah penerimaar pajak adalah Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKI'KB), hal ini karena SKPKB merupakan
salah satu sarana ata: alai untuk menagih pajak, dan pada
umumnya wajib pajak skan segzra melunasi hutang pajaknya
tersebut. Hal ini. dapat meningkatkan pensiimaan pajak Kantor

Pelayanan Pajak suatu dserah.



